PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau masih
terdapat beberapa penyajian beberapa akun yang belum
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah maka perlu dilakukan penyesuaian
kebijakan akun aset;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
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Kabupaten Karimun, K‘abupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah
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dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2013 Nomor 6);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor
S53) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor
53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 1) ;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67
TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA.

Pasal 1
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor
67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2016 Nomor 67) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati
Natuna Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 74) Diubah

sebagai berikut:

1.  Mengubah Lampiran VIII Peraturan Bupati Natuna
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntahsi
Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2016 Nomor 67);

2.  Mengubah Lampiran IX Peraturan Bupati Natuna Nomor
67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2016 Nomor 67);

3. Mengubah Lampiran X Peraturan Bupati Natuna Nomor
67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2016 Nomor 67);
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

-
Diundangkan di Ranai
pada tanggal & \;awuari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,
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BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR ri
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